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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga 

penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang 

EHUMXGXO� ´H. F. A Vollmar dan Pemikirannya Tentang Hukum 

Perikatanµ�disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, 

dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi berkaitan 

dengan tema tersebut. 

Buku ini berisi 9 bab, yaitu: 1) pendahuluan, 2) Hukum 

Perikatan, 3) Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan, 4) 

Perjanjian, 5) Perikatan ² Perikatan Yang Lahir dari Undang ² 

Undang, 6) Hapusnya Perikatan, 7) Penyelesaian Sengketa 

Perjanjian, 8) Aspek International Perjanjian, 9) Penutup. 

Penyusunan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak 

sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang 

belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun 

sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama 

pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah 

mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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PENDAHULUAN 

%$%� 

�� 

3(1'$+8/8$1 

 

$� %LRGDWD�6LQJNDW�+)$�9ROOPDU 

HFA Vollmar adalah seorang Guru Besar Hukum Perdata 

kelahiran Bavaria tahun 1902. Vollmar mengajak Hukum 

Perdata disejumlah perguruan tinggi di Negeri Belanda, 

khususnya di Utrecht, Rotterdam dan Eidhenoven 1. Selain 

menguasai konsep dan teori Hukum Perdata, yang meliputi 

Hukum Benda, Hukum Perkawinan dan Hukum Perikatan, 

Vollmar juga dikenal sebagai seorang pakar hukum yang sangat 

menguasai Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan. 

 

%� +DVLO�.DU\D�+)$�9ROOPDU 

Beberapa karangan Vollmar yang dipublikasikan antara 

lain adalah 2: 

1. Het Nederlandse handels en Faillissementsrecht, yang diterbitkan 

pada tahun 1961. 

2. Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Burgerlijkrecht, yang 

terbit pada tahun 1965. 

3. De Faillissemenstrecht, terbit pada tahun 1963. 

4. Seribu soal tentang Hukum Perdata. 

 

 
1�KWWS���ZZZ�0DU[LVW�FRP�LQGRQHVLD�URU�LQGH[�KWPO�����2NWREHU�

����� 
2�+)$�9ROOPDU��3HQJDQWDU�6WXGL�+XNXP�3HUGDWD��-LOLG����7HUMHPDKDQ�

ROHK�,�6�$GLZLQDWD���-DNDUWD�5DMDZDOL�3UHVV���������KOP��Y�YLL� 
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HUKUM 

PERIKATAN 

%$%� 

�� 
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$� .RQVHS�'DVDU�+XNXP�3HULNDWDQ 

1. Definisi Perikatan 

Perikatan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak 

atau lebih yang dihasilkan dari kehendak mereka untuk 

saling mengikatkan diri, sehingga menciptakan hak dan 

kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum 

perdata, perikatan juga dikenal sebagai kontrak. Perikatan ini 

dapat mencakup berbagai macam hubungan hukum, seperti 

kewajiban memberikan sesuatu (utang), melakukan suatu 

tindakan (perbuatan), atau tidak melakukan suatu tindakan 

tertentu (pengecualian). Fondasi dari setiap perikatan adalah 

adanya kesepakatan yang bersifat sukarela antara pihak-

pihak yang terlibat 13. Kesepakatan ini melibatkan pertukaran 

tawaran dan penerimaan, menunjukkan adanya niat bersama 

untuk membentuk hubungan hukum yang mengikat. Dalam 

setiap perikatan, konsensus ini menjadi titik awal dari 

perjanjian, menentukan arah dan cakupan hak serta 

kewajiban yang akan terbentuk. 

Dengan terbentuknya perikatan, terciptalah hak dan 

kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Misalnya, pihak 

yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang atau 

jasa akan memiliki hak untuk menerima imbalan yang telah 

disepakati, sementara pihak penerima akan memiliki 

 
13�0DULDP�'DUXV�%DGUXO]DPDQ��.RPSLODVL�+XNXP�3HULNDWDQ��&LWUD�

$GLW\D�%KDNWL��%DQGXQJ������ 
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TANGGUNG JAWAB 

HUKUM DALAM 

PERIKATAN 
%$%� 

�� 

7$1**81*�-$:$%�+8.80�'$/$0�3(5,.$7$1 

 

 

$� -HQLV����-HQLV�7DQJJXQJ�-DZDE 

Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tergantung pada sifat 

dan konteks perikatan tersebut. Jenis-jenis tanggung jawab ini 

memberikan landasan hukum untuk menilai kewajiban dan hak 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan atau kontrak 17. 

1. Tanggung Jawab Kontraktual  

a. Tanggung jawab kontraktual adalah fondasi utama dalam 

hukum kontrak, yang membangun prinsip bahwa pihak 

yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak 

memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati. Ini menciptakan 

landasan hukum yang kuat untuk menilai perilaku dan 

kinerja pihak-pihak tersebut selama pelaksanaan kontrak. 

b. Dalam setiap perjanjian, pihak-pihak menetapkan hak 

dan kewajiban masing-masing, serta syarat-syarat yang 

harus dipenuhi agar kontrak dianggap terpenuhi. 

Tanggung jawab kontraktual menekankan pada prinsip 

kepercayaan dan kepastian hukum, di mana masing-

masing pihak memiliki harapan bahwa pihak lainnya 

akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

 
17� *XQDZDQ� :LGMDMD�� +DSXVQ\D� 3HULNDWDQ�� *UDILQGR� 3XVWDND��

-DNDUWD������ 



63 

 

PERJANJIAN %$%� 

�� 

3(5-$1-,$1 

 

$� .RQVHS�'DVDU�3HUMDQMLDQ 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua 

pihak atau lebih yang saling setuju untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Perjanjian seringkali digunakan dalam konteks hukum untuk 

mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. 

Perjanjian (overeenkomst) merupakan hukum dasar dalam 

perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber 

terpenting dari perikatan (verbintenis) yang diatur dalam 

Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan 

EDKZD�� ´7LDS-tiap perikatan itu terjadi karena persetijuan 

atau karena Undang-Undangµ� 

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti 

persetujuan antara dua pihak (masingmasing menyatakan 

kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi 

perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata 

\DLWX�� ´6XDWX� SHUMDQMLDQ� DGDODK� VXDWX� SHUEXDWDQ� GHQJDQ�

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

VDWX�RUDQJ�ODLQ�DWDX�OHELKµ��6XEHNWL�PHPEHULNDQ�SHQJHUWLDQ�

perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu 18.Hal yang 

 
18�6XEHNWL��������+XNXP�3HUMDQMLDQ��FHW�;9,��%DQGXQJ��37�,QWHUPDVD�

%DQGXQJ��KDO��� 
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PERIKATAN ² PERIKATAN 

YANG LAHIR DARI 

UNDANG ² UNDANG 

%$%� 

�� 

3(5,.$7$1�²�3(5,.$7$1�<$1*�/$+,5�'$5,�81'$1*�²�

81'$1* 

 

Pasal 1352 

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-

undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai 

akibat perbuatan orang. 

 

Pembagian perikatan yang dilahirkan dari undang ² undang yang 

dapat dibagi dua, sebagaimana diatur dalam pasal ini telah dirinci 

secara utuh pada penjelasan Pasal 1233 yang lalu. 

 

Pasal 1353 

Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan 

orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan 

yang melanggar hukum. 

 

Perikatan yang lahir sebagai akibat perbuatan orang merupakan 

konsep hukum yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian atau 

ikatan antarindividu timbul karena tindakan sukarela dari pihak-

pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, "perbuatan orang" merujuk 

pada tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar dan 

sukarela oleh individu atau pihak yang terlibat. Perikatan ini bisa 

melibatkan berbagai bentuk kesepakatan, kontrak, atau perjanjian, 

dan timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan antara 

para pihak. Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang 

mengacu pada aturan-aturan hukum yang muncul sebagai hasil 

dari perjanjian atau tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu 
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HAPUSNYA 

PERIKATAN %$%� 

�� 

+$3861<$�3(5,.$7$1 

 

$� %DJLDQ�.HVDWX 

Pembayaran 

Pasal 1382 

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang 

berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau 

penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh 

pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu 

bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal 

ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika 

ía bertindak atas namanya sendiri. 

Dari ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata diketahui bahwa 

pembayaran dapat dilakukan oleh: 

1. Debitur; 

2. pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak yang turut 

berutang atau penanggung utang (borg); 

3. pihak ketiga lainnya yang tidak berkepentingan, asal pihak 

ketiga tersebut bertindak: 

a. Atas nama dan untuk melunasi utang debitur; atau 

b. Atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak 

kreditur. 

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang 

berkepentingan, termasuk orang yang turut berutang atau 

penanggung utang, dapat diperluas dengan 

mempertimbangkan beberapa konsep dan prinsip dalam hukum 

perikatan: 
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PENYELESAIAN 

SENGKETA 

PERJANJIAN  

%$%� 

�� 

3(1<(/(6$,$1�6(1*.(7$�3(5-$1-,$1 

 

 

$� 3HQGDKXOXDQ 

Penyelesaian sengketa perjanjian adalah proses yang 

terstruktur dan dirancang untuk menangani ketidaksepakatan 

atau konflik yang dapat muncul antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu perjanjian. Sengketa dapat berasal dari berbagai 

akar masalah, termasuk perbedaan interpretasi terhadap 

ketentuan-ketentuan perjanjian, pelanggaran kontrak, atau 

perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kesepakatan. Penting 

untuk diakui bahwa sengketa tidak selalu bersifat negatif; dalam 

beberapa kasus, itu hanyalah hasil dari ketidakpahaman atau 

perbedaan persepsi yang dapat diselesaikan melalui komunikasi 

dan pemahaman bersama. Namun, ketika sengketa melibatkan 

isu-isu yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan dana 

atau kewajiban yang signifikan, penyelesaian yang lebih formal 

dan terstruktur mungkin diperlukan. 

Proses penyelesaian sengketa perjanjian melibatkan 

beberapa langkah dan mekanisme tertentu. Pertama-tama, pihak 

yang terlibat harus mengidentifikasi sumber sengketa dengan 

jelas. Ini dapat melibatkan peninjauan kembali ketentuan-

ketentuan perjanjian, pengumpulan bukti-bukti, dan 

pemahaman mendalam terhadap klaim yang diajukan oleh 

setiap pihak. Setelah sumber sengketa diidentifikasi, pihak-

pihak yang bersengketa kemudian dapat memilih atau 

diwajibkan untuk mengikuti mekanisme penyelesaian yang 
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ASPEK 

INTERNATIONAL 

PERJANJIAN %$%� 

�� 

$63(.�,17(51$7,21$/�3(5-$1-,$1 

 

 

$� +XNXP�,QWHUQDWLRQDO 

Hukum internasional mengatur hubungan antara negara-

negara dan entitas-entitas hukum internasional lainnya. Salah 

satu elemen utama dari hukum internasional adalah perjanjian 

internasional. Perjanjian internasional merupakan instrumen 

penting dalam sistem hukum internasional yang 

memungkinkan kerjasama antar-negara dan regulasi hubungan 

internasional. Penerapan dan penegakan perjanjian merupakan 

tanggung jawab masing-masing negara yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut. 

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konteks 

perjanjian internasional: 

1. Subyek Hukum yang Terlibat: 

Negara: Perjanjian dapat melibatkan negara-negara sebagai 

subjek hukum internasional. Namun, entitas lain seperti 

organisasi internasional atau entitas non-negara tertentu juga 

dapat menjadi subjek hukum internasional. 

2. Tujuan dan Ruang Lingkup: 

a. Tujuan: Perjanjian harus mencantumkan dengan jelas 

tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. 

b. Ruang Lingkup: Klausa-klausa dalam perjanjian harus 

merinci ketentuan-ketentuan yang diatur dan wilayah 

geografis atau sektor-sektor tertentu yang tercakup. 
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PENUTUP %$%� 

�� 

3(18783 

 

 

Vollmar mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan 

hukum ialah keseluruhan aturab ² aturan hukum, sedangkan hak 

adalah wewenang ² wewenang yang timbul dari aturan ² aturan 

itu. Ada kalanya pengertian hak itu diambil dalam arti yang lebih 

luas dan dengan itu yang dimaksud ialah juga kewajiban ² 

kewajiban yang timbul dari hukum. 

Keseluruhan dari suatu wewenang di satu pihak dan 

kewajiban di lain pihak disebut hubungan hukum. Hubungan 

hukum dan kemudian hak itu adalah akibat ² akibat hukum, yang 

oleh hukum dilekatkan pada peristiwa ² peristiwa yang juga 

disebut peristiwa ² peristiwa hukum. 

Sementara itu perdebatan di kalangan sarjana hukum 

Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat ² 

syarat baku tentunya akan berakhir, dengan dimuatnya pasal 

khusus mengenai syarat ² syarat  baku dari suatu perjanjian dalam 

Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek yang mulai berlaku pada 

tanggal 1 januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan adalah 

Pasal 214 Buku 6 (Algemeen gedeelte van het verbitenissenrecht) Titel 5 

(Overeenkomsten in het algemmen) 29. 

Istilah yang digunakan dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk 

Wetboek untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah 

ketentuan yang onredelijk bezwarend atau unreasonable onerous. Di 

antara klausul ² klausul yang dinilai sebagai klausul yang 

 
29�0DULDP�'DUXV�%DGUXO]DPDQ���������2S�FLW��KOP����������� 
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